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Pemerintah tanggap dalam pengadaan program bantuan sosial. Dimana
masyarakat sangat terbantu dengan adanya bantuan sosial setiap bulannya. Tetapi
disamping itu ada kekecewaan masyarakat terkait bantuan sosial uang tunai yang
dialihrupakan menjadi barang. Barang yang di dapat kualitasnya jelek. Selain itu
juga barang yang di dapat jumalah atau nominalnya tidak sepadan dengan hak yang
harusnya diterima sebesar Rp. 200.000,-. Perjanjian atau perikatan antara
masyarakat dengan Pemerintah Desa sebelumnya juga belum dilakukan. Maka
penting dan menarik sekali mengkaji pengalihrupaan bantuan sosial uang tunai
untuk masyarakat terdampak pandemi covid-19 menjadi barang ditinjau dari hukum
islam dan hukum positif.

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui apa faktor yang
melatarbelakangi pengalihrupaan bantuan sosial berupa uang tunai menjadi barang
untuk masyarakat Desa Moyoketen yang terdampak pandemi covid-19. 2) Untuk
mengetahui bagaimana kebijakan sistem pengalihrupaan bantuan sosial berupa
uang tunai menjadi barang untuk masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 di
Desa Moyoketen dalam perspektif Hukum Positif (Peraturan Menteri Sosial Nomor
1 Tahun 2019). 3) Untuk mengetahui apakah pengalihrupaan bantuan sosial berupa
uang tunai menjadi barang untuk masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 di
Desa Moyoketen dalam perspektif hukum Islam (Figh Siyasah Idariyah).

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif empiris, berlokasi di
Desa Moyoketen, Tulungagung. Data penelitian dikumpulkan dari informan
dengan teknik wawancara mendalam secara langsung, dan data sekunder yang
dikumpulkan dari media masa, media elektronik, dan kajian pustaka.

Hasil penelitian ini  menunjukkan bahwa: 1) Pemerintah Desa
mengupayakan pelayanan terbaik untuk masyarakat yang terdampak pandemi
covid-19 dengan mempermudah dalam pengalihrupaan bantuan sosial berupa uang
tunai menjadi barang. Selain itu alasannya juga karena supaya tepat sasaran dalam
pembelian sembako oleh masyarakat yang harapannya untuk Kesehatan dari
masyarakat itu sendiri. 2) Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah belum efektif.
Masyarakat merasa kecewa terkait barang bantuan sosial yang kualitasnya jelek.
Selain itu juga barang yang di dapat jumalah atau nominalnya tidak sepadan dengan
hak yang harusnya diterima sebesar Rp. 200.000,-. Perjanjian atau perikatan antara
masyarakat dengan Pemerintah Desa sebelumnya juga belum dilakukan. 3)
Pengalihrupaan bantuan sosial uang tunai menjadi barang menurut hukum islam
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diperbolehkan apabila sesuai syariat islam. Tujuannya untuk kesejahteraan dan
ketentraman bersama. Ketika semua berjalan dengan efektif, lalu kewajiban
pemerintah serta pihak desa terkait penyaluran bantuan sosial terpenuhi sesuai hak
yang harus diterima oleh keluarga penerima manfaat (KPM) maka tidak ada
ketimpangan maupun kesenjangan sosial di Masyarakat Desa Moyoketen. Apabila
ada pihak yang mengambil keuntungan nominal besar, maka bisa disebut riba.
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The government is responsive in procuring social assistance programs.
Where the community is greatly helped by the existence of social assistance every
month. But besides that, there is community disappointment regarding cash social
assistance which has been converted into goods. Items received are of poor quality.
In addition, the amount or nominal of the goods received is not commensurate with
the rights that should be received in the amount of Rp. 200,000,-. The previous
agreement or engagement between the community and the Village Government has
not been carried out. So it is important and very interesting to examine the
conversion of cash social assistance for people affected by the COVID-19 pandemic
into goods in terms of Islamic law and positive law.

The objectives of this study are 1) To find out what are the factors behind
the transfer of social assistance in the form of cash into goods for the Moyoketen
Village community affected by the covid-19 pandemic. 2) To find out how the
policy of the system for converting social assistance in the form of cash into goods
for people affected by the COVID-19 pandemic in Moyoketen Village in the
perspective of Positive Law (Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of
2019). 3) To find out whether the transfer of social assistance in the form of cash
into goods for people affected by the COVID-19 pandemic in Moyoketen Village
in the perspective of Islamic law (Figh Siyasah Idariyah).

The research method used is empirical qualitative, located in Moyoketen
Village, Tulungagung. The research data was collected from informants by direct
in-depth interview techniques, and secondary data collected from mass media,
electronic media, and literature review.

The results of this study indicate that: 1) The Village Government seeks the
best service for communities affected by the COVID-19 pandemic by facilitating
the transfer of social assistance in the form of cash into goods. Besides that, the
reason is also because it is right on target in purchasing groceries by the community
whose hopes are for the health of the community itself. 2) The policies implemented
by the Government have not been effective. People feel disappointed about the poor
quality of social assistance items. In addition, the amount or nominal of the goods
received is not commensurate with the rights that should be received in the amount
of Rp. 200,000,-. The previous agreement or engagement between the community
and the Village Government has not been carried out. 3) The conversion of cash
social assistance into goods according to Islamic law is permissible if it is in
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accordance with Islamic law. The goal is for mutual prosperity and peace. When
everything runs effectively, then the obligations of the government and village
parties regarding the distribution of social assistance are fulfilled according to the
rights that must be received by the beneficiary families (KPM), then there will be
no inequality or social inequality in the Moyoketen Village Community. If there are
parties who take large nominal profits, it can be called usury.
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